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Abstract 
Halal certification is one of the legal policies established by the government 
for business actors to provide protection, security, and legal certainty to the 
public. This study aims to examine the problems faced by business actors in 
implementing halal certification policies in Sawang District and how halal 
certification is analysed for business actors in Sawang District from the 
perspective of the JPH Law and Fiqh Muamalah. This article was written using 
a conceptual and statutory approach. This research is of a legal-empirical 
nature. The findings reveal that, under the JPH Law, food and beverage 
businesses in Sawang Sub-district have the freedom to choose whether or not 
to obtain halal certification, while under the SJPH Regulation, such businesses 
are obligated to apply for halal certification for products that are not yet 
certified. Here, the provisions of the SJPH Qanun are more binding on 
business operators and are supported by administrative sanctions for business 
operators who do not obtain halal certification. In the review of Fiqh 
Muamalah, halal certification is a means (wasilah) to achieve the goal of halal 
consumption, and the benefits contained in the halal certificate fall into the 
category of maṣlaḥah mursalah. Therefore, the government has the authority to 
impose obligations on businesses to obtain halal certification for their products 
and also has the authority to impose legal sanctions on businesses that fail to 
obtain halal certification. 
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Abstrak 

Sertifikasi halal ialah salah satu kebijakan hukum yang ditetapkan oleh 
pemerintah kepada para pelaku usaha untuk memberikan jaminan proteksi, 
perlindungan, kepastian hukum pada masyarakat. Penelitian ini hendak 
meneliti bagaimana permasalahan yang dihadapi pelaku usaha 
mengimplementasikan kebijakan sertifikasi halal di Kecamatan Sawang, dan 
bagaimana analisis sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kec. Sawang menurut 
perspektif UU JPH dan Fiqh Muamalah? Artikel ini ditulis dengan 
pendekatan conceptual dan pendekatan statute. Jenis penelitian ini adalah 
yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa dalam tinjauan UU JPH, pelaku usaha 
makanan dan minuman di Kecamatan Sawang punya kebebasan untuk 
memilih melakukan sertifikasi halal atau tidak, sementara ditinjau dalam 
konteks Qanun SJPH, pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan 
Sawang berkewajiban untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal 
terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Di sini, ketentuan Qanun 
SJPH lebih mengikat pelaku usaha dan didukung dengan adanya sanksi 
administratif bagi pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi halal. Di 
dalam tinjauan Fiqh Muamalah, sertifikasi halal termasuk sarana (wasilah) 
untuk mewujudkan tujuan  konsumtif yang halal, dan kemaslahatan yang ada 
dalam sertifikat halal ini masuk dalam kategori maṣlaḥah mursalah. Sehingga 
pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan kewajiban bagi pelaku 
usaha di dalam membuat sertifikat halal terhadap produknya, dan punya 
wewenang juga dalam menetapkan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang 
tidak melakukan sertifikasi halal. 
 

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, UU JPH, Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha. 

 

 

INTRODUCTION 

Aspirasi masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi konsumen 

telah mencuat seiring dengan meluasnya bentuk produk makanan dan 

minuman yang dipasarkan secara konvensional-langsung maupun digital-

online melalui media sosial. Upaya mengakomodasi dan proteksi 

kepentingan dan kepastian hukum konsumen terhadap jaminan produk halal, 

pemerintah bersama dengan lembaga legislatif telah menetapkan peraturan 

tentang sertifikasi produk halal, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU JPH adalah landasan hukum 

yang memberikan perlindungan hukum konsumen muslim terhadap 

ketidakpastian berbagai produk makanan dan minuman yang 

diperdagangkan di Indonesia. Salah satu materi hukum dalam UU JPH ini 

ialah pengaturan perlindungan hukum atas jaminan produk halal terhadap 
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konsumen dengan pemberian sertifikasi halal. Melalui UU JPH tersebut, 

pelaku usaha yang memproduksi/memasarkan makanan dan minuman 

memiliki hak memperoleh informasi, sosialisasi sistem JPH dan layanan 

sertifikasi halal (Pasal 23 UU JPH). 

Secara normatif, hukum Islam (lebih khusus pada bidang fiqh 

muamalah) menetapkan bahwa asal muasal dari segala sesuatu—termasukdi 

dalamnya menyangkut makanan dan minuman—adalah ḥalāl atau mubah, 

tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan secara jelas/pasti oleh nas 

yang sahih, atau terdapat unsur-unsur yang menjadi qarīnah atau alasan yang 

menjadikan produk tersebut haram.1 Wilayah haram di dalam Islam sangatlah 

sempit, dibandingkan dengan wilayah halal yang cakupannya luas.2Konsep 

hukum halal atau haram dalam Islam merupakan bagian dari al-ḥukm al-syar’ī 

yang saling berseberangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang 

diperbolehkan, sebaliknya haram merujuk pada aspek-aspek yang 

dilarang.3Oleh sebab itu, terdapat tiga prinsip di bidang konsumsi Islam, yaitu 

konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, serta tidak 

berlebihan.4 Mengacu pada prinsip ini, maka konsep halal dan haram tersebut 

mengharuskan bagi umat Islam mengonsumsi makanan-minuman yang halal, 

sedapat mungkin mengonsumsi makanan dan minuman yang baik ṭayyib 

(baik-menyehatkan). Sebaliknya setiap muslim dilarang mengonsumsi 

makanan dan minuman yang haram apalagi menjadi penyebab mudarat 

tubuh-kesehatan. 

Konsep makanan dan minuman halal dan baik (ḥalālanṭayyiban) di 

dalam fiqh muamalah cukup luas dibandingkan dengan ketentuan makanan 

haram. Untuk itu, dalam kaidah fikih disebutkan bahwa segala sesuatu yang 

diciptakan Allah Swt adalah halal. Tidak boleh ada penetapan haram kecuali 

memang ada nash ṣaḥīḥ dan ṣarīḥ yang menjelaskan demikian. Konsekuensi 

dari prinsip ini adalah bahwa wilayah dan kuantitas sesuatu yang 

____________ 
1Ariful Mufti, “Peran Pemerintah Atas Peredaran Jajanan Tidak Sehat Di Lingkungan 

Sekolah Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kota Banda Aceh,” Al-Iqtishadiah: 
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 1, no. 1 (Januari 2020): 23–37, 
https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v1i1.1396. 

2Zulham, Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal 
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 8. 

3Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Al-Ḥalāl wa Al-Ḥarām fī Al-Islām, (Terj: M. Tatam Wijaya), 
(Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 23. 

4Era Susanti, Nilam Sari, dan Khairul Amri, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap 
Keputusan Pembelian Makanan Kemasan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
Dan Bisnis Islam),” Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 2, no. 1 (24 Juni 2021): 44–50, 
https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i1.10006. 
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diharamkan di dalam syariat Islam sangat sempit dan terbatas karena telah 

dijelaskan secara terperinci, seperti dalam ketentuan QS. al-Baqarah ayat 172-

173 yang hanya mengharamkan empat kriteria, yaitu bangkai, darah, daging 

babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Swt. 

Kemudian dalam konteks minuman diatur di dalam QS. Al-Baqarah ayat 219 

dan QS. Al-Maidah ayat 90 menyangkut larangan dan keharaman meminum 

khamr.5 

Jaminan produk makanan dan minuman halal serta penetapan 

kewajiban bagi muslim di dalam memperoleh makanan yang halal telah 

ditetapkan dalam beberapa ayat Alquran. Di antaranya QS. Al-Baqarah [2] 

ayat 168. Ayat lain yang senada juga dimuat dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 88, 

yang intinya menjelaskan bahwa perintah Allah SWT untuk memakan 

makanan yang halal lagi baik, selain itu ada perintah untuk bertakwa kepada-

Nya. Melalui informasi nash syar’ inilah maka umat Islam diperintahkan 

untuk mengonsumsi makanan halal, sebaliknya ada larangan memakan 

makanan haram, atau sekurang-kurangnya menghindari makanan-makanan 

yang padanya ada unsur syubhat, tidak jelas kehalalannya. 

Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan globalisasi, 

perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberi 

pengaruh cukup besar terhadap peningkatan peredaran produk makanan dan 

minuman, baik produk lokal maupun impor, baik produk siap saji atau 

berbentuk bahan mentah untuk kemudian dioleh oleh para pengusaha. 

Produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum 

tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh 

konsumen muslim, karena Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk 

mengonsumsi produk makanan dan juga minuman yang halal sesuai syariat 

Islam.6 Terhadap kenyataan ini, maka pemerintah telah membuat kebijakan 

tentang jaminan produk halal (JPH) melalui UU JPH. Melalui UU JPH ini, 

produsen dan konsumen menuai manfaat terkait kepastian hukum terhadap 

kehalalan seluruh barang yang diproduksi dan dikonsumsi sehingga UU JPH 

ini berdampak positif bagi dunia usaha. Jaminan produk halal untuk tiap 

produk juga bisa memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk 

____________ 
5Ida Friatna, “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh: 

Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016,” (PhD Thesis, Banda Aceh, Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry, 2023), hlm. 35-37., https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33764/. 

6Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi 
Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim,” Adil: Jurnal Hukum 7, no. 
2 (2016): hlm. 160., https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.353. 
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bersertifikat halal menjadi opsional utama dan digemari konsumen muslim, 

dan sendirinya akan meningkatkan penjualan. 

Di Aceh, pengaturan program sertifikasi halal mendapat perhatian 

serius dari pemangku kebijakan, karena itu sejak dua tahun setelah UU JPH 

tahun 2014 diundangkan, pemerintah Aceh bersama legislatif (DPRA) 

mengesahkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan 

Produk Halal (Qanun SJPH).Satu sisi, UU JPH maupun Qanun SJPH ini 

menjadi dasar hukum yang sifatnya preskriptif idealis, sehingga secara 

hukum ada hak bagi setiap pelaku usaha agar produk yang dipasarkan 

disertifikasi halal. Pada sisi yang lain, ketentuan baku dalam kedua regulasi 

tersebut sekiranya dilihat dari keberlakuan hukum secara empiris dalam 

masyarakat justru masih ditemukan berbagai masalah khususnya terkait 

sulitnya—tanpa menyebutkan tidak bisa sama sekali—penerapan materi 

hukumnya di lapangan. 

Permasalahan yang muncul sebagai realitas sosial dan hukum adalah 

ada banyak pelaku usaha makanan dan minuman yang mengalami kesulitan 

dalam melalukan proses sertifikasi halal, terkendala dalam mengikuti proses 

sertifikasi mulai dari biaya, rendahnya pemahaman. Banyak pula ditemukan 

pelaku usaha yang bersikap apatis terhadap regulasi sertifikasi produk halal 

yang ditetapkan dalam UU JPH. Hal ini dapat dipahami pada pelaku-pelaku 

usaha di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Pelaku usaha sulit 

dalam memenuhi tuntutan hukum sertifikasi produk halal seperti yang diatur 

dalam UUJPH, secara khusus di Aceh, pemerintah juga telah menerbitkan 

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. 

Persoalannya justru banyak masyarakat dan pelaku usaha belum mengetahui 

adanya Qanun tersebut,7 selain itu masalah yang dialami sendiri oleh para 

pelaku usaha di lapangan. Misalnya menurut Ibu Salmawati, selaku penjual 

kue bolu, dia kesulitan jika harus membuat label halal, dikarenakan kendala 

biaya serta keterbatasan informasi yang didapat serta prosesnya yang 

memakan waktu yang lama.8 Dalam penjelasan serupa, Mariana selaku 

penjual tape menjelaskan bahwa ia kurang paham cara mendapat dan 

membuat label halal karena tidak ada yang memberikan informasi 

kepadanya, dan ia pun menjelaskan bahan-bahan tape tersebut memang 

____________ 
7Fithri Mawaddah dan Junia Farma, “Signifikansi Peran Pemerintah dalam 

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Aceh,” Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum 
Ekonomi Syariah Vol. 8, no. 2 (31 Desember 2022): 80–93, 
https://doi.org/10.31602/iqt.v8i2.9115. 

8Wawancara dengan Salmawati, Penjual Kue Bolu, Gampong Simpang Tiga, 
Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan,tanggal 2 Desember 2024.  
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sudah halal, jadi baginya pembuatan label halal tidak perlu dicantumkan di 

kemasan tape tersebut.9 

Keterangan lain dipahami dari penjelasan Bapak Sukardi selaku 

pembuat kue pala yang juga merupakan salah satu makanan khas di daerah 

Aceh Selatan. Ia justru memahami bahwa produk yang dipasarkannya itu 

sudah pasti halal, bahan dan proses pembuatan kue pala tersebut juga halal 

dan menurutnya tidak perlu mengeluarkan label halal, terlebih proses 

pengurusan sertifikasi halal yang dianggap rumit dan membingungkan serta 

biaya yang diperlukan juga menjadi kendala bagi pelaku usaha kecil 

sepertinya.10 

Beberapa keterangan di atas memberikan gambaran awal bahwa 

produk-produk makanan di Kecamatan Sawang umumnya belum melakukan 

dan belum memiliki sertifikasi produk halal pada produk yang dipasarkan. 

Belum adanya sertifikasi ini pada dasarnya bukan hanya disebabkan kesulitan 

dalam mengikuti prosedur pembuatan label halal, tetapi masyarakat 

memandang bahwa produk dan hasil usaha yang mereka jual sudah pasti 

halal karena bahannya berasal dari bahan-bahan yang halal. Untuk itu, 

masalah yang dikaji adalah bagaimanakah permasalahan yang dihadapi oleh 

pelaku usaha di dalam mengimplementasikan kebijakan sertifikasi halal di 

Kecamatan Sawang? Bagaimana analisis sertifikasi halal bagi pelaku usaha di 

Kecamatan Sawang dalam perspektif UU JPH dan fiqh muamalah? 

Berdasarkan permasalahan ini maka artikel ini hendak mengungkap dan 

menganalisis lebih jauh tentang kerangka bangun pemahaman pelaku usaha, 

permasalahan yang muncul di lapangan terkait sertifikasi produk halal, dan 

tinjauannya terhadap fiqh muamalah, kaitannya dengan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data-fakta dengan landasan 

keilmuan yang kuat. Dalam penulisan artikel ini, metode yang digunakan 

adalah qualitative research. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini 

ada dua. Pertama, conceptual approach, merupakan pendekatan yang 

permasalahannya didekati dengan teori-teori dan konsep-konsep untuk 

____________ 
9Wawancara dengan Mariana, Penjual Tape, Gampong Ujung Padang, Kecamatan 

Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2024. 
10 Wawancara dengan Sukardi, Pelaku Usaha Kue Pala Gampong Panton Luas, 

Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024. 
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dijadikan dasar analisis atau batu pijak di dalam menganalisis permasalahan 

penelitian. Kedua, statute approach, yaitu pendekatan undang-undang, berupa 

analisis terhadap aturan-aturan hukum yang memiliki relevansi dengan objek 

penelitian. 

Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum lapangan 

(yuridis empiris). Data diperoleh melalui proses wawancara, yaitu komunikasi 

langsung yang peneliti lakukan kepada informan untuk menggali informasi 

menyangkut sertifikasi produk halal, terutama para pelaku usaha. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilaksanakan dengan proses 

observasi di lapangan, di mana peneliti meninjau serta mengamati produk-

produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha, mencatatnya dalam catatan 

observasi. Selain data di lapangan, sumber data juga diperoleh dari bahan 

pustaka dengan cara survei books dari bahan-bahan yang relevan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Konsep Makanan dan Minuman Halal dalam Fiqh Muamalah 

Makanan halal adalah makanan yang secara hukum boleh dimakan 

atau dikonsumsi. Makanan berarti segala apa yang boleh dimakan seperti 

lauk-pauk, kue-kue, dan lainnya.11 Dalam makna lain, istilah makanan 

merupakan kata benda yang disandangkan pada suatu yang dapat dimakan 

dan mendukung kesehatan badan.12Dalam bahasa Arab, istilah makanan ialah 

al-aṭ’amah, yang merupakan bentuk jamak dari ṭa’am maknanya makanan 

pokok dan yang lainnya yang dapat dikonsumsi oleh manusia.13 Secara 

bahasa, makna ṭa’am adalah tiap-tiap yang dapat dimakan secara mutlak. 

Dengan demikian, makna bahasa makanan yaitu sesuatu yang dimakan. 

Makna ini berlaku umum dan tidak dibatasi apakah yang dimakan tersebut 

halal secara hukum dan baik secara kesehatan ataukah justru diharamkan dan 

tidak baik untuk dimakan. Untuk itu, makna makanan perlu diberi batas 

dengan rumusan terminologi. Adapun menurut istilah para fuqaha, kata al-

aṭ’amah berarti tiap apa-apa yang dimakan dan diminum kecuali air yang 

mengandung (sifat) memabukkan. Maknanya ialah apa-apa yang 

dimungkinkan untuk dimakan dan juga dimungkinkan untuk diminum. 

____________ 
11Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 

900-901. 
12‘Abd Al-Wahhāb ‘Abd Al-Salām Ṭawīlah, Fiqh Al-Aṭ’amah, (Terj: Khalifurrahman 

Fath dan Solihin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 8. 
13’Abd Al-‘Aẓīm bin Badawī Al-Khalafī, Al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah, (Terj: Ma’ruf Abdul 

Jalil), (Jakarta: Pustaka Al-Sunnah, 2009), hlm. 759. 
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Menurut Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, al-aṭ’amah adalah tiap yang dapat dimakan 

yang menerangkan tentang apa yang diperbolehkan dan apa-apa yang tidak 

dibolehkan atas setiap binatang buas yang mempunyai taring.14 

Kaitai hailail aidailaih istilaih seraipain dairi kaitai Baihaisai AIraib. Kaitai hailail 

beraisail dairi ḥaillai, airtinyai hailail aitaiu boleh dilaikukain. Kaitai boleh di sini jugai 

saimai airtinyai dengain hailail. Boleh aitaiu muba ih berairti aipai saijai yaing diberikain 

kebebaisain oleh syairaik untuk mengerjaikain aitaiu meninggailkainnyai.15Ḥailāl 

jugai saimai maiknainyai dengain istilaihtaiḥlīl aitaiu ḥailālaih, yaiitu menghailailkain 

aitaiupun membuait sesuaitu bairaing menjaidi hailail.16 Jaidi, maikainain di dailaim 

perspektif Islaim aidailaih semuai jenis maikainain yaing dibolehkain aitaiu 

dihailailkain untuk dimaikain.  

Secairai konseptuail, produk hailail, aitaiu lebih khusus produk maikainain 

dain minumain hailail sebetulnyai hainyai dibaiha is dailaim kaijia in fikih Islaim—dain 

haimpir, aitaiu baihkain daipait dipaistikain—tidaik ditemukain pembaihaisainnyai 

dailaim hukum konvensionail-Bairait. Konsep produk maikainain hailail dailaim 

Islaim memiliki luaisa in wilaiyaih yaing cukup besair dairi paidai konsep maikainain 

hairaim.17Hukum aisail dairi segailai sesuaitu—termaisuk maikainain dain 

minumain—aidailaih mubaih. Kehairaimain ditentukain berdaisairkain teks dailil 

yaing menyaitaikain hairaim. Jaidi, sesuaitu hainyai dinyaitaikain hairaim hainyai 

sekirainyai aidai dailil yaing mengailihkainnyai dairi hukum daisair. Menurut 

maiyoritais ulaimai daisair dain laindaisain dihairaimkainnyai sesuaitu itu aidailaih 

AIlqurain, AIl-Sunnaih,kesepaikaitain umum (ijmai’-konsensus) ulaimai, sertai 

ainailogiqiyās. Sesuaitu dinyaitaikain hairaim bilaimainai aidai tekstuail dailil yaing 

secairai tegais menyaitaikainnyai hairaim, baiik bersifait umum maiupun khusus.18 

AItais daisair itulaih, segailai sesuaitu termaisuk maikainain dihailailkain, kecuaili aidai 

dailil yaing jelais aitaiu tegais yaing menghairaimkainnyai, aitaiu aidai ailaisain-ailaisain 

yaing menyebaibkain kehairaimainnyai, baiik dairi segi pemerolehainnyai maiupun 

pemainfaiaitainnyai. 

Saiait ini, produk-produk maikainain dain minumain, baiik dailaim bentuk 

siaip saiji aitaiu baihain mentaih biaisainyai diproduksi dengain menggunaikain 

____________ 
14Ibn Ḥajar Al-‘Asqalānī, Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam’i Adillah al-

Aḥkām, vol. Juz 9 (Riyadh: Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 2011), hlm. 223. 
15Muḥammad Al-Zuḥailī, Al-Mu’tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi’ī, (Terj: M. Hidayatullah), 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xvii. 
16Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, (Terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), 

Cet. 8 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 693. 
17Friatna, “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh: 

Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016,” hlm. 37. 
18Ṭawīlah, Fiqh Al-Aṭ’amah, hlm. 29. 
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baihain-baihain tertentu, mulaii dairi baihain daisair, bumbu yaing digunaikain, dain 

unsur laiinnyai. Di sini, kehailailain suaitu produk maikainain dain minumain tentu 

hainyai bisa i diketaihui secairai paisti oleh produsennyai, aitaiu pelaiku usaihai, dairi 

mainai dain aipai saijai baihain yaing diguna ikain di daila im pembuaitain produk. 

Sementairai, baigi maisyairaikait yaing menjaidi objek paisair aitaiu konsumen, tentu 

tidaik mengetaihui aipaikaih produk itu hailail aitaiu mengaindung unsur hairaim. 

Oleh sebaib itu, kegiaitain ekonomi aitaiupun usa ihai dailaim Islaim hairus 

dilaiksainaikain dengain memenuhi prinsip-prinsip, sertai kaiidaih yaing menjaidi 

painduainnyai. Diaintairai prinsip-prinsipnyai iailaihkeaidilain, kejujurain, 

kebersihain, kemaislaihaitain, dain prinsip kemainfaiaitain.19 

Maikainain merupaikain kebutuhain pokok yaing waijib untuk dipenuhi 

tiaip-tiaip oraing mempertaihainkain eksistensinyai, kairenai dengain maikain, 

oraing daipait tetaip hidup. Maikainain dain minumain aidailaih keperluain 

fisiologis, airtinyai dengain memaikain maikainain dain minumain, seseoraing aikain 

memperoleh tenaigai sehinggai daipait bekerjai, dain melaikukain proses 

kelaingsungain hidup.20 Dengain demikiain, hukum maikain dain minum di 

dailaim konteks Islaim aidailaih waijib. Hail ini didaisa iri dengain 

tujuainkemaislaihaitain hidup. Petunjuk AIlqurain tentaing kehairusain umait Islaim 

memaikain maikainain yaing hailail dain baiik dimuait di dailaim ketentuain QS. ail-

Baiqairaih aiyait 168, yaing intinyai mengemukaikain seruain AIllaih SWT aitais 

mainusia i aigair memaikain maikainain yaing hailail laigi baiik untuk kesehaitain: 

ضم حٰلٰٓلا طيٰ مبا   ٰرأ يٰ ُّهٰا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِم ٱلۡأ طٰٓنمِۚ إمنَّهُۥ لٰكُمأ عٰدُو  مُّبمين يَأٰٓ تم ٱلشَّيأ  . وٰلَٰ تٰ تَّبمعُواْ خُطُوٰٓ
“Haii sekailiain mainusiai, maikainlaih yaing hailail laigi baiik dairi aipai yaing 
terdaipait di bumi, dain jaingainlaih kaimu mengikuti laingkaih-laingkaih 
syaiitain; kairenai sesungguhnyai syaiitain itu aidailaih musuh yaing nyaitai 
baigimu”. (QS. AIl-Baiqairaih: 168). 
 

Pemenuhain hailailailthaiyyibain(hailail la igi baiik) sebaigaiimainai ma iksud aiyait 

di aitaisberhubungain dengain maikainain dain minumain. Kaitai hailail seperti 

tersebut di aitais maiknainyai melepaiskain aitaiu tidaik terikait. Istilaih hailail jugai 

bermaiknai hail-hail yaing boleh, bisai dilaiksainaikain, kairenai bebais dain tidaik 

terikait dengain ketentuain-ketentuain yaing melairaingnyai.21 Maikainain hailail 

merupaikain maikainain yaing tidaik mengaindung unsur baihain yaing hairaim, 

____________ 
19Musdah Mulia, Ensiklopedia Muslimah Reformis (Tangerang: Bentara Aksara Cahaya, 

2020), hlm. 476-477. 
20Saadan Man dan Zainal Abidin Yahya, Halalkah Makanan Kita?: Bagaimana 

Mencarinya di Pasaran (Kuala Lumpur: PTS Islamika, 2013), hlm. ix. 
21Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2017), hlm. 110. 
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aitaiupun tidaik dilairaing dimaikain baiik itu terkaiit baihain daisa irnyai, baihain 

taimbaihain, baihain baintu aitaiupun proses semuainyai hairus selairais dengain 

ketentuain hukum Islaim.22 Dailaim konteks hairtai, termaisuk maikainain, maikai 

terdaipait duai aispek yaing menjaidi pertimbaingain kehailailainnyai, yaiitu dairi sisi 

pemerolehain hairtai dain dairi sisi pemainfaiaitain hairtai. Dailaim aispek 

pemerolehain hairtai, maikai usaihai mencairi hairtai dain memilikinyai tersebut 

hairus dengain cairai yaing hailail. Dairi sisi pemainfaiaitain, maikai hairtai yaing sudaih 

diperoleh secairai hailail itu hairus pulai dimainfaiaitkain sesuaii dengain painduain 

AIllaih Swt.23 

Di dailaim konteks maikainain hailail ini, pemenuhain prinsip “ha ilail laigi 

baiik”sesuaii dengain kaiidaih fikih yaing menyebutkain baihwai semuai maikainain 

aidailaih baiik: 

“Semuai maikainain aidailaih baiik dain hailail selaimai dikonsumsi menurut kaidair 

yaing waijair. Sedaingkain semuai maikainain yaing jelek, merusaik dain tidaik suci 

aidailaih hairaim dailaim kondisi biaisai”.24 

 

Mengaicu kepaidai uraiiain tersebut daipait dipaihaimi baihwai konsep 

maikainain dain minuma in dailaim Islaim ia ilaih konsep hukum yaing saingait luais, 

yaing meliputi semuai maikainain dain minumain yaing secairai normai hukum 

hailail untuk dimaikain dain diminum. Kairenai jumlaihnyai saingait bainyaik, maikai 

maikainain dain minumain yaing hailail mencaikup semuai jenis maikainain, kecuaili 

aidai dailil yaing secairai nyaitai, tegais dain rinci menyebutkain tentaing 

kehairaimainnyai, aitaiu pailing kuraing aidailaih aidainyai indikaisi dain aila isain yaing 

menyebaibkain maikainain tersebut berubaih nilaii hukumnyai dairi hailail menjaidi 

hairaim, baiik hairaim kairenai zaitnyai maiupun kairenai cairai pemerolehain dain 

pemainfaiaitainnyai. 

 

B. Konsep Jaiminain Produk Hailail dain Sertifikaisi Hailail 

Pengaiturain tentaing Jaiminain produk hailail (JPH) aidailaih sailaih saitu 

produk kebijaikain hukum (legail policy) yaing daipait memberi kepaistiain hukum, 

sekailigus proteksi hukum baigi konsumen dailaim memilih produk yaing dijuail 

oleh pelaiku usaihai.Kepaistiain dain proteksi hukum ini diperoleh dairi aidainyai 

kewaijibain ba igi pelaiku usaihai untuk melaikukain proses sertifikaisi produk-

____________ 
22Asmawati, Konsep Perlindungan Konsumen dalam Islam (Banda Aceh: Dinas Syariat 

Islam Aceh, 2018), hlm. 102. 
23Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, 1, Cet. 

4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 24-27. 
24Muhammad Ibrahim al-Musri, 1000 Tanya Jawab Tentang Islam, (terj: Chairul Halim), 

Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 156. 
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produknyai (maikainain-minumain) melailui prograim sertifikaisi hailail dairi 

pemerintaih. Fraisai JPH tersusun dairi tigai kaitai, yaiitu jaiminain, produk, dain 

hailail. Jaiminain aidailaih bentuk derivaisi kaitai jaimin, yaing bermaiknai menjaimin 

aitaiu menainggung kebenairain aitais sesuaitu terutaimai paidai bairaing dain hairtai 

bendai.25 AIdaipun kaitai jaiminain berairti ketetaipain tainggungain aitaiu gairainsi 

aitaiu kepaistiain hukum. Produk aidailaih bairaing dainaitaiu jaisai yaing terkaiit 

dengain maikainain, minumain, obait, kosmetik, produk kimiaiwi, produk 

biologi, produk rekaiyaisai genetik, sertai bairaing yaing dipaikaii, digunaikain, aitaiu 

dimainfaiaitkain oleh maisyairaikait.26Jaidi, secairai sederhainai,maiksud JPH daipait 

dimaiknaii sebaigaii suaitu gairainsi terhaidaip bairaing aitaiu jaisai yaing menurut 

hukum dipaindaing hailail aitaiu boleh dimainfaiaitkain (digunaikain) aitaiu 

dikonsumsi.  

UU JPH menetaipkain kehailailain suaitu produk ditetaipkain berdaisairkain 

faitwai MUI di ma inai faitwai tersebut muncul setelaih BPJPH melaikukain 

penelitiain tentaing kehailailain produk, buktinyai aidailaih dikeluairkainnyai 

sertifikait hailail. Sementairai dailaim Qainun SJPH, kehailailain sebuaih produk 

ditetaipkain berdaisairkain faitwai MPU AIceh di mainai faitwai tersebut muncul 

setelaih LPPOM MPU AIceh melaikukain penelitiain tentaing kehailailain produk, 

dain buktinyai di saimping melailui sertifikait hailail, dibuktikain dengain nomor 

registraisi hailail dain laibel hailail. 

Qainun SJPH menaimbaihkain baihwai produk usaihai yaing dijaimin 

kehailailainnyai sekirainyai daipait dibuktikain dengain tigai aispek, yaiitu sertifikait 

hailail, nomor registraisi hailail dain laibel hailail. Sementairai, sertifikait hailail dailaim 

UU JPH berupai pengaikuain kehailailain yaing dikeluairkain oleh BPJPH dain 

dikeluairkain faitwai tertulis oleh MUI. AIdaipun sertifikait hailail dailaim Qainun 

SJPH berupai pernyaitaiain kehailailain dailaim bentuk tertulis, yaing dikeluairkain 

oleh MPU AIceh,sesuaii dengain haisil aiudit dairi LPPOM MPUAIceh. Jaidi,JPH 

aidailaihketentuain hukum yaing menjaidi jaiminain kepaistiain hukum konsumen 

terhaidaip produk-produk yaing diperjuailbelikain oleh pelaiku usaihai yaing 

diperjuail belikain di paisair, di ma inai jaiminain kehailailain produk tersebut bisai 

dibuktikain dengain sertifikait hailail. AIdaipun maiksud istilaih sertifikait hailail 

aidailaih surait pernyaitaiain kehailailain suaitu produk, dailaim konteks ini aidailaih 

produk maikainain dain minumain.Kehailailain produk maikainain ini daipait dilihait 

dairi baihain yaing digunaikain dain proses produksinyai. Di dailaim ketentuain 

____________ 
25Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), 

hlm. 127. 
26Evi Sopiah dkk., Jaminan Produk Halal Pada Produk Usaha Mikro Dan Kecil Pasca 

Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2023), hlm. 19. 
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Paisail 17 aiyait (1) UU JPH, disebutkain baihain yaing digunaikainterdiri aitais 

baihain baiku, baihain olaihain, baihain taimbaihain, dain baihain penolong, di mainai 

keseluruhain dairi baihain tersebut waijib dailaim kondisi hailail. Proses Produk 

Hailail (PPH) daila im UU JPH tersebut jugai dimuait tentaing lokaisi aitaiu tempait 

yaing terbebais dairi naijis dain hairus bersih dain higienis.27 AIrtinyai baihwa i 

proses produk hailail mempunyaii mekainisme tersendiri dain seluruh baihain, 

tempait, dain proses pembuaitain sua itu produk hairus memperhaitikain aispek 

kehailailain dain kebersihainnyai.  

Kehailailain produk saingait penting, kairenai berhubungain laingsung 

dengain maisyairaikait yaing menjaidi konsumen yaing memainfaiaitkain 

menggunaikain produk tersebut. Untuk memberi kepaistiain hukum baigi 

maisyairaikait, maikai pemerintaih, melailui lembaigai tertentu memiliki 

wewenaing menetaipkain regulaisi terkaiit staitus kehailailain produk. UU JPH 

menjaidi daisair hukum baigi pelaiku usaihai melaikukain proses sertifikaisi hailail 

seluruh Indonesiai, dain di AIceh, Qainun SJPH merupaikain aiturain khusus yaing 

berlaiku kepaidai pelaiku usaihai yaing aidai di Provinsi AIceh. UU JPH 

mengaidopsi kebijaikain kriminailisaisi terhaidaip pihaik-pihaik yaing tidaik, aitaiu 

enggain melaiksainaikain aitaiu melainggair ketentuain JPH.Seperti Paisail 56 UU 

JPH,28 menegaiskain baihwai terhaidaip semuai pelaiku usaihai yaing tidaik menjaigai 

kehailailain produk yaing telaih memperoleh sertifikait hailail, maikai diaincaim 

dengain hukumain penjairai pailing laimai 5 (limai) taihun penjairai.29 Munculnyai 

kebijaikain kriminailisaisi pelainggair UU JPH ini semaikin menegaiskain baihwai 

perlindungain konsumen aitais produk hailail mendaipaitkain kepaistiain hukum. 

 

C. Permaisailaihain yaing Dihaidaipi Pelaiku Usaihai dailaim 
Mengimplementaisikain Kebijaikain Sertifikaisi Hailail di Kecaimaitain 
Saiwaing 

Pelaiku usaihai maikainain dain minumain, tidaik terbaitais paidai jenis 

usaihainyai, punyai haik melaikukain sertifikaisi hailailsebaigaii bentuk jaiminain 

kepaistiain hukum aitais produk yaing dipaisairkain benair-benair hailail. Di AIceh, 

proses sertifikaisi hailail terus dilaikukain. MPU AIceh melailui LPPOM MPU 

AIceh menjaidi saitu instrumen dailaim penetaipain suaitu produk itu hailail aitaiu 

tidaik, dain MPU AIceh mempunyaii kewena ingain dailaim menetaipkain faitwai 

hailail terkaiit produk pelaiku usaihai. Sesuaii daitai yaing dikeluairkain oleh MPU 

____________ 
27Friatna, “Efektifitas Regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Banda Aceh: 

Studi terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2016,” hlm. 62-67. 
28Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum 

Perlindungan Konsumen (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 75. 
29Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, hlm. 130. 
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AIceh, tercaitait baihwai paidai taihun 2023, pelaiku usaihai yaing telaih 

mendaiftairkain produk hailail dain mendaipaitkain registraisi sertai laibel hailail 

sebainyaik 220 jenis produk yaing tersebair berbaigaii wilaiyaih kaibupaiten aitaiu 

kotai di AIceh.30  

Permaisailaihain yaing muncul sebaigaii reailitais sosiail maisyairaikait 

Kecaimaitain Saiwaing aidailaih bainyaik pelaiku usaihai maikainain sertai minumain 

yaing mengailaimi kesulitain dailaim melailukain proses sertifikaisi hailail, 

terkendailai dailaim mengikuti proses sertifikaisi mulaii dairi biaiyai, sertai 

rendaihnyai pemaihaimain maisyairaikait di dailaim melaikukain laingkaih-laingkaih 

registraisi sertifikaisi hailail. Berdaisairkain haisil waiwaincairai dengain informain di 

Kecaimaitain Saiwaing, ditemukain 3 permaisailaihain umum yaing dihaidaipi 

pelaiku usaihai di dailaim mengimplementaisikain sertifikaisi hailail: 

 

1. Rendaihnyai Pemaihaimain Maisyairaikait 

Pemaihaimain maisyairaikait terhaidaip suaitu maiteri hukum dain prosedur 

pelaiksainaiain maiteri hukum saingait penting di dailaim maiksimailisaisi peraiturain 

hukum di tengaih maisyairaikait. Pelaiku Usaihai maikainain dain minumain bidaing 

UMKM dailaim wilaiyaih Kecaimaitain Saiwaing termaisuk golongain maisyairaikait 

menengaih ke baiwaih dain berpendidikain rendaih, raitai-raitai pailing tinggi iailaih 

taimaitain menengaih aitais (SMAI), hail ini diaikui oleh beberaipai informain 

(pelaiku usaihai), di aintairainyai Sailmaiwaiti dain Mairiainai, keduainyai sebaigaii 

pelaiku usaihai yaing hainyai menaimaitkain pendidikain menengaih pertaimai 

(SMP).31 Sementairai Sukairdi, hainyai menaimaitkain pendidikain menengaih aitais 

(SMAI).32Sailmaiwaiti menyaitaikain baihwai kuraing paihaim tentaing pembuaitain 

sertifikait hailail: 

“Saiyai kuraing taihu cairainyai, saiyai memaing menjuail kue hailail, baihainnyai 

dairi tepung dain telor aiyaim, gulai paisir, vainili, dain baihain laiinnyai. Dain 

baigi saiyai, semuai baihain itu hailail. Untuk membuait sertifikait hailail, saiyai 

nggaik taihu cairai. Biaiyai pembuaitain sertifikait jugai paistinyai aidai, 

sementairai haisil penjuailain saiyai relaitif cukup, naimun ketikai pembuaitain 

sertifikaitdengain mengeluairkain biaiyai untuk pembuaitainnyai tentu aikain 

____________ 
30Sekretariat MPU Aceh, “Daftar Sertifikat Halal LPPOM MPU Aceh Tahun 2023,” 

Website Resmi Sekretariat MPU Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 2023, 
https://mpu.acehprov.go.id/halaman/daftar-sertifikat-halal-lppom-mpu-aceh-tahun-2023. 

31Wawancara dengan Salmawati dan Mariana, masing-masing pelaku usaha Penjual 
Kue Bolu dan Penjual Tape, di Gampong Simpang Tiga dan Gampong Ujung Padang, Kec. 
Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2024. 

32Wawancara dengan Sukardi, pelaku usaha Penjual Kue Pala Gampong Panton Luas, 
Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024. 
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menguraingi penghaisilain yaing sudaih saiyai daipait. Saiyai menjaimin 

sendiri aipai yaing saiyai juail ini benair-benair hailail”.33 

 

Hail serupai jugai dikemukaikain oleh Nurhaisainaih, selaiku penjuail kue, 

rujaik dain minumain sirup yaing semuainyai dibuait dairi baihain daisa ir pailai. Iai 

menyaitaikain sebaigaii berikut: 

“Saiyai kuraing paihaim baigaiimainai prosedurnyai. Membuait sertifikait 
hailail itu kain aidai prosesnyai, saiyai kuraing paihaim. Mungkin 
pembuaitainnyai jugai aidai biaiyai yaing hairus saiyai keluairkain, inilaih yaing 
menjaidi kendailai baigi saiyai. Untuk saiait ini, raitai-raitai pelaiku usaihai di 
sini, misailnyai produk seperti saiyai ini, dain kue-kue laiinnyai, umumnyai 
tidaik aidai yaing membuait sertifikait hailail”.34 

 

Keteraingain tersebut di aitais menunjukkain baihwai maisyairaikait (pelaiku 

usaihai) taimpaik belum taihu prosedur pembuaitain sertifikait hailail. Pemaihaimain 

pelaiku usaihai jugai relaitif maisih kuraing menyaingkut pentingnyai pembuaitain 

sertifikait hailail.Hail ini menjaidi permaisailaihain yaing nyaitai di laipaingain. Secairai 

normaitif, pembuaitain sertifikait hailail yaing diaitur di dailaim UU JPH maiupun 

Qainun SJPH memaing membutuhkain proses, mulaii dairi taitai cairai pendaiftairain 

produk, sertai maisailaih biaiyai. Paidaihail, biaiyai di dailaim pembuaitain sertifikait 

graitis, sementairai maisyairaikait belum mengetaihui tentaing regulaisi yaing aidai, 

sebaib sepa injaing proses pendaiftairain hinggai paidai penerbitain sertifikait, MPU 

AIceh tidaik membebainkain biaiyai saima i sekaili (graitis).35Selaiin itu pelaiku usaihai 

di Kecaimaitain Saiwaing jugai relaitif daipait dikaitaikain kuraing “melek” teknologi, 

sebaib tidaik mengetaihui cairai pendaiftairainnyai secairai online. Pemerintaih AIceh 

melailui MPU AIceh khususnyai LPPOM MPU AIceh membua it laimain web resmi 

aipaibilai aidai maisyairaikait yaing hendaik mendaiftairkain dain membuait sertifikait 

hailail, dengain laimain: https://sjph.aicehprov.go.id./. Melailui link ini, pelaiku usaihai 

tidaik perlu mengunjungi kaintor LPPOM MPU AIceh secairai laingsung, naimun 

cukup mendaiftairkain produk sesuaii dengain laingkaih-laingkaih yaing aidai paidai 

link pendaiftairain tersebut. 

____________ 
33Wawancara dengan Salmawati, Penjual Kue Bolu, Gampong Simpang Tiga, 

Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2024. 
34 Wawancara dengan Nurhasanah, Penjual Kue, Rujak, Minuman Sirup Pala, 

Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Tanggal 2 Desember 
2024. 

35Sekretariat MPU Aceh, “MPU Aceh : Pengurusan Sertifikat Halal Gratis,” Website 
Resmi Sekretariat MPU Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh, 2014, 
https://mpu.acehprov.go.id/berita/kategori/government/mpu-aceh-pengurusan-
sertifikat-halal-gratis. 
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2. Sikaip AIpaitis yaing Tinggi 

Sikaip aipaitis aidailaih sikaip tidaik peduli, aicuh, dain tidaik taihu menaihu. 

Sikaip aipaitis ini jugai peneliti temukain di kailaingain pelaiku usaihai Kecaimaitain 

Saiwaing. Merekai menilaii baihwai pembuaitain sertifikait hailail ini daipait berlaiku 

di daieraih-daieraih yaing maisyairaikait muslimnyai relaitif kuraing. Sementairai itu, 

untuk maisyairaikait yaing mendiaimi saitu wilaiyaih maiyoritais beraigaimai Islaim, 

justru diainggaip kuraing relevain dain tidaik memerlukain aidainyai sertifikait 

hailail paidai produk usaihainyai. Ini daipait diketaihui dairi keteraingain Sukairdi, 

selaiku pembuait kue pailai,diai justru memaihaimi baihwai produk yaing 

dipaisairkainnyai itu sudaih paisti hailail, baihain sertai proses pembuaitain kue pailai 

jugai hailail dain menurutnyai tidaik perlu mengeluairkain laibel dain sertifikait 

hailail.36 Hail serupai jugai dijelaiskain oleh Sailmaiwaiti,37 dain Mairiainai,38 baihwai 

pembuaitain sertifikait hailail tidaik perlu baigi maisyairaikait yaing penduduknyai 

muslim, aipailaigi jenis produk yaing diperjuail belikain itu saimai sekaili tidaik 

mengaindung baihain yaing tidaik hailail. 

Sikaip aipaitis pelaiku usaihai ini berkaiitain laingsung dengain budaiyai dain 

kesaidairain hukum maisyairaikait yaing rendaih. Budaiyai dain kesaidairain hukum, 

dailaim perspektif pemberlaikuain hukum iailaih sesuaitu yaing saingait penting.39 

Hukum hainyai bisai diteraipkain di maisyairaikait sekirainyai faiktor kesaidairain dain 

budaiyai hukum tinggi. Memaing aidai beberaipai faiktor yaing laiin yaing menjaidi 

faiktor keberhaisilain peneraipain hukum, seperti maiteri hukum, faisilitais, sairainai 

dain praisairainai hukum, sertai aipairait penegaik hukum.40 AItais daisair itulaih, 

tidaik aikain maiksimail suaitu hukum berlaiku di tengaih maisyairaikait sekirainyai 

budaiyai dain kesaidairain hukum maisyairaikait belum terbaingun. UU JPH, sertai 

Qainun SJPH sebaigaii maiteri hukum yaing baiik, didukung dengain MPU dain 

LPPOM MPU AIceh sebaigaii sailaih saitu aipairait penegaik hukum, perailaitain 

teknologi di dailaim melaikukain pemeriksaiain baiha in, kendairaiain saiait 

peninjaiuain laipaingain aidailaih sairainai hukum, ketigainyai tidaik aikain cukup 

maimpu menetaipkain nilaii dain ma iteri hukum dailaim keduai aiturain tersebut 

____________ 
36 Wawancara dengan Sukardi, Pelaku Usaha Kue Pala Gampong Panton Luas, 

Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024. 
37 Wawancara dengan Salmawati, Penjual Kue Bolu, Gampong Simpang Tiga, 

Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 2 Desember 2024.  
38 Wawancara dengan Mariana, Penjual Tape, Gampong Ujung Padang, Kecamatan 

Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2024. 
39Lawrence M. Friedman, The Legal Sistem: A Social Science Perspective, (Terj: M. 

Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 68. 
40Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh 

(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 61. 
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sekirainyai sikaip aipaitis, sikaip dain buda iyai hukum maisyairaikait yaing maisih 

rendaih. Oleh sebaib itu, maisaila ih yaing muncul di laipaingain justru berkaiitain 

dengain sikaip aipaitis maisyairaikait, aitaiu pelaiku usaihai yaing tinggi terhaidaip 

peneraipain sertifikaisi hailail. AIpailaigi, ketentuain hukum tentaing kewaijibain 

hukum ba igi setiaip pelaiku usaiha i dailaim melaikukain sertifikaisi hailail belum 

aidai. AIrtinyai, sejaiuh ini tidaik aidai paisail di dailaim UU JPH yaing menetaipkain 

kewaijibain ba igi pelaiku usaihai melaiksainaikain proses sertifikaisi hailail. AIturain 

yaing aidai, sesuaii Paisail 23 UU JPH aidailaih haik baigi pelaiku usaihai memperoleh 

informaisi, sosia ilisaisi, dain ha ik mendaipaitkain pelaiyainain sertifikaisi haila il. 

Tidaik aidai aiturain yaing tegais dain jelais kewaijibain ba igi pelaiku usaihai untuk 

melaikukain sertifikaisi hailail. Naimun begitu, aiturain yaing justru mewaijibkain 

pelaiku usaihai mela ikukain sertifikaisi hailail aidai dailaim Qainun SJPH, seperti 

tertuaing di dailaim Paisail 34 aiyait (1) huruf ai Qainun SJPH, baihwai pelaiku usaihai 

berkewaijibain mengaijukain permohonain sertifikaisi hailail terhaidaip produk 

yaing belum bersertifikait hailail. 

 

3. Rendaihnyai Sosiailisaisi 

Permaisailaihain berikutnyai yaing terjaidi dailaim mengimplementaisikain 

kewaijibain sertifikaisi hailail di Kecaimaitain Saiwaing iailaih kuraingnyai sosiailisaisi, 

aitaiu rendaihnyai proses sosiailisaisi yaing dilaikukain oleh pemaingku kebijaikain 

terkaiit kewaijibain sertifikait hailail. Sejaiuh ini memaing belum a idai aiturain terkaiit 

yaing dikeluairkain pihaik Pemerintaih Daieraih Kaibupaiten AIceh Selaitain tentaing 

kewaijibain baigi UMKM untuk mengaijukain sertifikaisi hailail. Hail ini ditaimbaih 

dengain kuraingnyai sosiailisaisi yaing dilaikukain oleh Pemerintaih Daieraih terkaiit 

sertifikaisi hailail. Dailaim konteks ini, prinsip sosiailisaisi di sini bukain hainyai di 

dailaim aispek memberitaihu dain mengumumkain dailaim berbaigaii mediai (online 

seperti mediai sosiail aitaiu linkwebsite, tetaipi jugai offline seperti komunikaisi 

laingsung, mengaidaikain saitu prograim pendaimpingain dain pelaitihain, sertai 

memaijaing mediai lua ir ruaingain seperti bailiho, painflet, dain la iinnyai). Proses 

sosiailisaisi inilaih yaing belum a idai, aitaiu belum maiksimail dilaikukain. Hail ini 

diketaihui dairi penjelaisain beberaipai pelaiku usaihai, di aintairainyai dailaim 

keteraingain Sukairdi sebaigaii berikut: 

“Saiyai tidaik taihu aidai kewaijibain membuait sertifikait hailail, selaimai ini 

memaing tidaik aidai yaing melaikukain sosiailisaisi, pelaitihain dain 

pendaimpingain, baiik dairi pemerintaih aitaiu dairi unsur laiinnyai. Jaidi, saiyai 

sertai pelaiku usaihai laiin belum mengetaihui aiturain hukumnyai, belum 

taihu taitai cairainyai. Menurut saiyai, cairai yaing tepait aigair pelaiku usaihai 

mengetaihuinyai aidailaih aidai kunjungain laingsung dairi lembaigai tertentu 
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tentaing aidainyai sertifikaisi hailail ini, merekai daipait saijai menjelaiskain 

aiturainnyai, laingkaih-laingkaihnyai, dain prosesnyai, sehinggai pelaiku usaihai 

mengetaihui semuainyai”.41 

 

Menurut Mairiainai, iai kuraing paihaim cairai mendaipaitkain dain membuait 

laibel hailail kairenai tidaik aidai yaing memberikain informaisi kepaidainyai. Sejaiuh 

ini, tidaik aidai yaing mensosiailisaisikain kewaijibain sertifikaisi hailail. Jaidi, pelaiku 

usaihai tetaip menjuail produknyai tainpai aidai laibel hailail, dain maisyairaikait selaiku 

pembeli jugai paihaim baihwai produk yaing dijuail itu sudaih paisti hailail.42AIspek 

sosiailisaisi ini perlu dilaikukain untuk memberikain pemaihaimain paidai pelaiku 

usaihai, bukain hainyai terkaiit sosiailisaisi aidainyai aiturain tentaing sertifikait hailail, 

aikain tetaipi lebih penting laigi aidailaih mengenaii mainfaiait dairi aidainyai sertifikait 

hailail. 

Beberaipai keteraingain di aitais memberikain gaimbairain aiwail baihwai 

produk-produk maikainaindi Kecaimaitain Saiwaing umumnyai belum 

melaikukain dain belum memiliki sertifikaisi produk hailail paidai produk yaing 

dipaisairkain. Permaisailaihain yaing muncul aidailaih pemaihaima in maisyairaikait 

(pelaiku usaihai) yaing maisih rendaih aitaiu kuraing, sikaip a ipaitis aitaiu 

budaiyai/kesaidairain hukum maisyairaikait yaing jugai rendaih, hail ini ditaimbaih 

dengain maisih rendaihnyai proses sosiailisaisi dairi instainsi terkaiit. 

 

D. AInailisis Sertifikaisi Hailail baigi Pelaiku Usaihai di Kecaimaitain Saiwaing 

dailaim Perspektif UU JPH dain Fiqh Muaimailaih 

Terdaihulu telaih dikemukaikain baihwai UU JPH merupaikain produk 

hukum maiteril yaing bersifait umum (generail) yaing menjaidi kebijaikain hukum 

pemerintaih tentaing sertifikaisi hailail. Sementairai itu, Qainun SJPH merupaikain 

produk hukum maiteril yaing bersifait khusus (speciailis) yaing menjaidi 

kebijaikain hukum di AIceh dain hainyai berlaiku baigi maisyairaikait AIceh. Khusus 

UU JPH, tidaik aidai paisail yaing mewaijibkain pelaiku usaihai mengaijukain 

sertifikaisi hailail. Yaing aidai hainyai aiturain tentaing haik pelaiku usa ihai mendaipait 

informaisi dain mengaijukain permohonain di dailaim sertifikaisi hailail 

sebaigaiimainai  diaitur dailaim Paisail 23 UU JPH. AIkain tetaipi, aiturain yaing tegais 

mewaijibkain pelaiku usaihai melaikukain sertifikaisi hailail dimuait dailaim Paisail 34 

Qainun SJPH, di mainai qainun ini berlaiku hainyai di AIceh dain waijib baigi setiaip 

____________ 
41Wawancara dengan Sukardi, Pelaku Usaha Kue Pala Gampong Panton Luas, 

Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Desember 2024. 
42 Wawancara dengan Mariana, Penjual Tape, Gampong Ujung Padang, Kecamatan 

Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 4 Desember 2024. 
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pelaiku usaihaimengaijukain permohonain sertifikaisi hailail aitais produk yaing 

belum bersertifikait hailail. Terkaiit dengain ainailisis sertifikaisi hailail terhaidaip 

pelaiku usaihaiKecaimaitain Saiwaing Kaibupaiten AIceh  Selaitain dailaim perspektif 

UU JPH-Qainun SJPH dain Fiqh Muaimailaih daipait dikemukaikain berikut ini: 

 

1. AInailisis Sertifikaisi Hailail Pelaiku Usaihai di Kecaimaitain Saiwaing 

Kaibupaiten AIceh Selaitain dailaim Perspektif UU JPH dain Qainun SJPH 

UU JPH aidailaih a iturain umum yaing berlaiku tentaing JPH. Dailaim 

konteks AIceh, maikai turunain aiturainnyai dimuait dailaim Qainun SJPH. 

Sertifikaisi hailail yaing diaitur dailaim UU JPH aidailaih baigiain dairi haik pelaiku 

usaihai, sementairai sertifikaisi hailail yaing diaitur dailaim Qainun SJPH iailaih 

baigiain dairi kewaijibain pelaiku usaihai. Sehinggai, dailaim keduai aiturain tersebut 

memiliki perbedaiain penempaitain posisi, kedudukain pelaiku usaihai. Merujuk 

Paisail 23 UU JPH, pembuaitain sertifikaisi hailail paidai produk usaihai aidailaih haik 

pelaiku usaihai. Sehinggai, paidai kondisi ini, pelaiku usaihai diberi kebebaisain 

aipaikaih menggunaikain haik tersebut aitaiu tidaik. AIdaipun dailaim Paisail 34 aiyait 

(1) Qainun SJPH, pembuaitain sertifikaisi hailail paidai produk usaihai aidailaih 

kewaijibain pelaiku usaihai. Sehinggai, paidai kondisi ini, pelaiku usaihai terikait 

dengain sertai dibaitaisi oleh kewaijibain tersebut. Pelaiku usaihai waijib untuk 

melaikukain permohonain sertifikaisi hailail.  

Sekirainyai dilihait dailaim konteks pelaiku usaihai maikainain dain minumain 

di Kecaimaitain  Saiwaing, maikai merujuk paidai UU JPH, tidaik aidai kewaijibain 

kepaidai merekai dailaim membuait sertifikaisi hailail paidai setiaip produk yaing 

dipaisairkain. Di sini pelaiku usaihai mempunyaii kebebaisain aipaikaih iai 

menggunaikain haik sertifikaisi hailail a itaiu tidaik. Naimun, sekirainyai merujuk 

paidai aiturain yaing khusus (speciailist) dailaim Qainun SJPH, maikai aidai tuntutain 

berupai pembebainain hukum kewaijibain sertifikaisi hailail. Hail ini diaitur dailaim 

Paisail 34 Qainun SJPH sebaigaiimainai dikutip sebelumnyai, sertai dikuaitkain 

dengain ketentuain Paisail 35 juncto Paisail 36 Qainun SJPH yaing mengaitur 

aidainyai lairaingain sekailigus sainksi baigi pelaiku usaihai. Bunyi keduai paisail 

tersebut aidailaih: 

Paisail 35: 

Pelaiku Usaihai dilairaing: 

a. Memproduksi dain/aitaiu memperdaigaingkain produk yaing tidaik hailail 

/tidaik bersertifikaisi hailail; 

b. Mencaintumkain Logo Hailail paidai kemaisain produk yaing belum 

bersertifikait hailail; dain/aitaiu 



AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 
Vol.5 No.2, December 2024 
P-ISSN: 2655-0547  E-ISSN: 2829-3665 
DOI: http://doi.org/ 10.22373/al-mudharabah.v5i2.6570 

548 
 

c. Mencaintumkain informaisi yaing tidaik sesuaii dengain aiturain 

perundaing-undaingain. 

Paisail 36: 

AIyait (1) Pelaiku Usaihai yaing tidaik memenuhi ketentuain sebaigaiimainai 

dimaiksud dailaim Paisail 34 dain paisail 35, dikenaii sainksi aidministraitif 

berupai:  

a. Tegurain lisain; 

b. Tegurain tertulis; 

c. Tidaik di berikain aitaiu dicaibut izin produksi; 

d. Tidaik diberikain aitaiu dicaibut izin edair di AIceh 

e. Pencaibutain sertifikait hailail; 

f. Tidaik diberikain aitaiu dicaibut izin usaihai; dain/aitaiu 

g. Dendai aidministraitif. 

 

Ketentuain di aitais taimpaik mempertegais bunyi Paisail 34 sebelumnyai, 

yaing mengaitur kewaijibain baigi pelaiku usaihai (maikainain dain minumain) 

mendaiftairkain produknyai untuk kemudiain disertifikaisi hailail. AIpaibilai 

ketentuain tersebut tidaik dilaikukain, maikai aidai bebain hukum yaing aikain 

ditetaipkain berupai sainksi hukum aidministraitif. Oleh sebaib itu, sekirainyai 

dilihait dairi konteks UU JPH, maikai pa irai pelaiku usaihai maikainain dain 

minumain di Kecaimaitain Saiwaing tidaik diberi bebain untuk membuait sertifikait 

hailail paidai produknyai, sebaib sertifikaisi hailail kaitegori haik, bukain kewaijibain. 

Sementairai itu, sekirainyai dilihait dairi Qainun SJPH, maikai semuai pelaiku usaihai 

waijib mela ikukain sertifikaisi hailail. AIturain dailaim Qainun ini cenderung lebih 

tegais, sehinggai setiaip pelaiku usa ihai, dengain jenis produk yaing dipaisairkain 

hairus disertifikaisi. 

Dailaim perspektif hukum, aiturain dailaim UU JPH cenderung 

memberikain kebebaisain kepaidai pelaiku usaihai untuk memilih (opsionail) 

mengenaii sertifikaisi hailail. Meskipun begitu, dilihait dairi sisi maiteri 

hukumnyai, maikai UU JPH taimpaik tidaik mengikait, dain daipait dikaitaikain 

kuraing memenuhi kepaistiain hukum, sebaib dailaim JPH ideailnyai memenuhi 

prinsip kepaistiain hukum terhaidaip produk yaing diproduksi dain 

didistribusikain kepaidai konsumen. Paidaihail, tujuain dairi aida inyai peraiturain 

JPH ini sailaih saitunyai untuk memproteksi, melindungi, dainai memberi 

kepaistiain hukum kepaidai konsumen. AIsais ini aigaiknyai belum muncul di 

dailaim UU JPH. 

Sekirainyai faiktor maiteri hukum telaih aidai, yaiitu maiteri hukum dailaim 

UU JPH da in Qainun SJPH, maikai faiktor ini belum laih cukup. Hairus aidai faiktor 
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laiinnyai yaing menyebaibkain suaitu normai hukum daipait tereailisaisi dengain 

baiik, misailnyai faiktor aipairaitur penegaik hukum, faiktor sairainai-praisairainai 

hukum, faiktor budaiyai aitaiupun kesaidairain hukum maisyairaikait.43 

Permaisailaihain yaing muncul iailaih aidai sikaip aipaitis pelaiku usaihai dain 

kesaidairain hukum maisyairaikait yaing maisih rendaih, ditaimbaih aiturain maiteri 

hukum yaing aidai di dailaim UU JPH yaing menempaitkain posisi sertifikaisi hailail 

ini sebaigaii haik pelaiku usaihai, bukain sebaigaii kewaijibain. Di sini, aiturain JPH 

aikain lebih memenuhi prinsip proteksi, perlindungain, kepaistiain hukum 

kepaidai konsumen sekirainyai sertifikaisi hailail itu diposisikain sebaigaii saitu 

kewaijibain hukum sebaigaiimainai yaing diaitur dailaim Qainun SJPH. Oleh kairenai 

itu pelaiku usaihai maikainain dain minuma in yaing aidai di Kecaimaitain Saiwaing 

dituntut secairai hukum untuk melaikukain seluruh proses sertifikaisi hailail. 

 

2. AInailisis Sertifikaisi Hailail Pelaiku Usaihai di Kecaimaitain Saiwaing 

Kaibupaiten AIceh  Selaitain dailaim Perspektif Fiqh Muaimailaih  

Kebijaikain sertifikaisi hailail di Indonesiai ia ilaih sailaih sa itu kebijaikain 

hukum (legail policy) yaing merupaikain baigiain dairi proses eklektis dain 

aikomodaitif prinsip nilaii hukum Islaim ke dailaim hukum naisionail. Dikaitaikain 

proses eklektis kairenai hukum-hukum yaing dibentuk itu dipilih dairi maiteri 

yaing terbaiik dairi berbaigaii sumber. AIrtinyai, dailaim proses pembentukain 

hukum naisionail (sailaih saitunyai UU JPH) yaing diberlaikukain secairai maikro 

hairus diolaih secairai eklektismelailui suaitu lembaigai yaing disebut legislaitif, 

yaikni memilih nilaii-nilaii hukumdairi berbaigaii aigaimai, keyaikinain, dain kultur 

yaing disepaikaitipairai waikil raikyait dain pemimpin negairai yaing terpilih untuk 

kemudiain diberlaikukain sebaigaii hukum negairai.44 Di dailaim aispek inilaih, UU 

JPH sebenairnyai baigiain dairi proses memilih nilaii hukum yaing terbaiik, 

khususnyai yaing berlaiku baigi umait Islaim untuk kemudiain diseraip dain 

diaikomodaisi menjaidi aiturain hukum yaing berlaiku secairai positif (mengikait) 

secairai naisionail, sehinggai maiu tidaik maiu aiturain tersebut mengikait baigi 

seluruh wairgai muslim di Indonesiai. 

Kebijakan hukum sertifikasi halal pada dasarnya tidaklah ditemukan 

dalil dan rujukannya secara jelas dalam Alquran dan hadis. Alquran maupun 

sunnah atau hadis tidak menyebutkan keharusan bagi pelaku usaha untuk 

membuat dan mencantumkan sertifikat halal dalam produk yang dipasarkan. 

Yang dituntut di dalam Islam hanya penegasan bahwa setiap orang harus 

____________ 
43Abbas dan Djalil, Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh, hlm. 61. 
44W. Eka Wahyudi, 30 Hari Mengaji Islam dan Indonesia, (Elex Media Komputindo, 

2021), hlm. 199. 
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memperoleh harta dan menggunakannya secara halal dan untuk keperluan 

yang dilegalkan dalam nilai hukum Islam. Meskipun perspektif Islam tidak 

ada dalil yang tegas tentang label dan sertifikat halal, akan tetapi hukum Islam 

memberi ruang kepada pemimpin di dalam membentuk kebijakan yang 

memberikan kemaslahatan kepada seluruh warga masyarakat.45 Artinya, bila 

tidak ada dalil mengenai sertifikat halal, bukan lah menjadi alasan 

dilarangnya pembuatan sertifikat itu, namun sertifikat halal justru dapat 

dibenarkan dan dilegalkan sekiranya dinilai akan memberi manfaat dan 

maslahat yang besar, baik kepada pelaku usaha maupun kepada masyarakat 

selaku konsumen. Untuk itu, pemerintah memiliki kewenangan dalam 

membuat kebijakan hukum sertifikat halal atas pertimbangan kemaslahatan. 

Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fikih (qawa’id al-fiqhiyyah): 

 46تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. 
“Tindakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”. 

 

Jadi, dalam konteks kebijakan sertifikat halal dalam UU JPH, 

kemanfaatan dan kemaslahatan merupakan aspek yang mendasari kebijakan 

tersebut ada. Di dalam konteks ini, posisi maslahat (maṣlaḥah) terhadap 

eksistensi sertifikasi halal tercakup dalam kemaslahatan maṣlaḥah mursalah, 

yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash, dan tidak pula ditolak 

oleh nash. Maṣlaḥah di sini artinya kebaikan, kemanfaatan. Sementara 

mursalah berasal dari kata irsal, artinya turun atau yang diturunkan. Sehingga 

maṣlaḥah mursalah bermakna kemaslahatan yang turun atau kemaslahatan 

yang ada karena adanya sesuatu.47 Pembagian maṣlaḥah di dalam ilmu Ushul 

Fiqh ada tiga: 

a. Maṣlaḥah mursalah, seperti telah diulas sebelumnya, yaitu kemaslahatan 

yang menurut nash tidak ada pelarangannya dan tidak pula ada 

perintahnya tetapi masalah yang tidak ada nash itu memiliki manfaat dan 

maslahat yang cukup besar bagi masyarakat umum, seperti keberadaan 

bank- bank syariah, adanya hukuman kepada pelanggar lalu lintas, dan 

aspek hukum lainnya yang tidak ada keterangannya dalam nash Alquran 

maupun hadis. 

____________ 
45Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18. 
46Yūsuf Al-Qaraḍāwī, Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah fī Ḍau’ Nuṣūṣ Al-Syarī’ah wa Maqāṣiduhā, 

(Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 150. 
47Al Yasa’ Abubakar, Metode Istiṣlāḥiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 63. 
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b. Maṣlaḥah mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang diakui dalam nash. Apa 

yang dikatakan oleh nash (menerapkan hudud, mencatat utang 

mempersaksikan di dalam muamalah dan lainnya), semua mengandung 

nilai-nilai kemaslahatan bagi masyarakat. 

c. Maṣlaḥah mulghah, yaitu kemaslahatan yang tertolak. Meskipun akal 

manusia memandangnya maslahat, tetapi karena bertentangan dengan 

nash, maka ia dipandang tertolak (misalnya membagi warisan bukan 

menurut ketentuan hukum Islam, menghukum pelaku hudud dengan 

penjara dan menganggap hukuman penjara itu lebih maslahat dari pada 

saksi hudud dan lainnya).48 

 

Dari tiga jenis maslahat di atas maka kedudukan sertifikat halal 

perspektif hukum ekonomi Islam termasuk ke dalam jenis maṣlaḥah mursalah. 

Kemaslahatan dalam kategori mursalah ini tentu memiliki cakupan yang 

sangat luas, meliputi seluruh aturan yang belum ada nashnya, tetapi secara 

kemanfaatan memberikan kemaslahatan umum (publicinterest). 

Dilihat dalam konteks sertifikasi halal kepada pelaku usaha di 

Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, maka semua pelaku usaha 

idealnya memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya sertifikasi halal 

terhadap produk-produk yang dipasarkan kepada konsumen. Pemerintah 

dan instansi terkait termasuk di dalamnya MPU Aceh punya kewajiban penuh 

dalam mensosialisasikan program sertifikasi halal. Aspek sosialisasi, 

pendampingan dan pelatihan ini sangat perlu dilakukan sebelum menetapkan 

sanksi kepada pelaku usaha. Aturan mengenai sanksi hukum tersebut hanya 

dapat diberlakukan sekiranya proses awal seperti sosialisasi, pendampingan 

dan pelatihan sudah dimaksimalkan. Sehingga, tidak atau kurang tepat 

sekiranya mengedepankan langkah represif berupa pemberian sanksi dan 

meniadakan proses sosialisasi di lapangan. 

Meskipun begitu, pemberian sanksi kepada pelaku usaha makanan 

serta minuman yang ada di Kecamatan Sawang, satu sisi memang perlu 

diberlakukan agar aturan yang ada terwujud nyata dan memberi kepastian 

hukum konsumen atas produk yang dipasarkan, di sisi lain proses sosialisasi 

ini juga perku untuk dimaksimalkan oleh pemerintah. Kaitan dengan itu, 

sertifikasi halal ialah salah satu sarana untuk menggapai tujuan konsumsi, 

yaitu tujuan pemerolehan serta pemanfaatan produk usaha yang halal seperti 

____________ 
48Imanuddin, “Menakar Probabilitas Nilai Maṣlaḥah pada Produk dan Pola 

Operasional Bank Syariah di Aceh,”Jurnal Hukum: Waqfeya Vol. 1, no. 1 (2024): hlm. 14., 
https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab. 
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yang diamanahkan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 168 dan QS. Al-Maidah [5] 

ayat 88. Sebagai sebuah sarana, maka sertifikasi halal ini sama juga dengan 

tujuan untuk menghasilkan/memastikan kehalalan makanan dan minuman 

yang dikonsumsi. Sebab, posisi sertifikat halal di sini adalah wasilah atau 

perantara terciptanya konsumsi yang halal yang dapat menciptakan 

kemaslahatan umat yang menjadi tujuan utamanya. Di dalam teori maṣlaḥah, 

maka keberadaan wasilah (perantara) adalah sama dengan keberadaan tujuan 

itu sendiri. Ini selaras dengan salah satu kaidah fikih yang dimuat dalam kitab 

“Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām” karya Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd 

al-Salām, yaitu:  

الله   وفقه  فمن  الوسائل.  أفضل  هي  المقاصد  أفضل  إلى  فالوسيلة  المقاصد،  أحكام  وللوسائل 
 49للوقوف على ترتب المصالح عرف فاضلها من مفضولها. 

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana 
menuju maksud yang paling utama merupakan sarana yang paling 
utama. Barang siapa yang diberi karunia Allah untuk menentukan 
urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama. 
 

Mengikuti kaidah di atas, dapat direfleksikan pada gambaran 

keberadaan sertifikat halal, yang mana sertifikat halal adalah perantara, 

wasilah atau sarana, sementara tujuan (maqāṣid) yang hendak ditempuh adalah 

nilai kehalalan suatu produk yang idealnya dikonsumsi masyarakat. Untuk 

itu, hukum keberadaan sertifikat halal(sebagai perantara) juga sama dengan 

keberadaan hukum wajib mengonsumsi makanan halal yaitu keduanya sama-

sama penting dan wajib pula dilakukan. Hal ini juga selaras dengan kaidah di 

dalam fikih yang menyebutkan: 

 تم الواجب الَ به فهو واجب. ما لَ ي

Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka 

sesuatu itu wajib hukumnya.50 

 

Berdasarkan kaidah tersebut, maka mewujudkan kemaslahatan, adil 

dan sejahtera bagi perekonomian masyarakat adalah kewajiban pemerintah 

namun kewajiban tersebut tidak akan dapat direalisasikan secara baik apabila 

____________ 
49Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām Al-Sallamī, Qawā’id al-

Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, (Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55. 
50Amrullah Hayatudin dan Panji Adam, Pengantar Kaidah Fikih (Jakarta: Amzah, 2023), 

hlm. 220.; Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2014), hlm. 13. 
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perantara penunjangnya tidak ada. Dalam hal ini, salah satu penunjang dari 

upaya untuk memastikan kehalalan suatu produk adalah melalui proses 

sertifikasi halal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

 

KESIMPULAN 

Pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang, 

Kabupaten Aceh Selatan umumnya belum melakukan proses sertifikasi halal. 

Permasalahan yang muncul ialah pemahaman masyarakat/pelaku usaha 

mengenai sertifikasi halal masih rendah, pelaku usaha umumnya bersikap 

apatis, kesadaran hukum masyarakat juga rendah, serta kurang atau 

rendahnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait tentang sertifikasi halal. 

Dilihat dalam konteks UU JPH, pelaku usaha makanan dan minuman 

di Kecamatan Sawang memiliki kebebasan untuk memiliki melakukan 

sertifikasi halal atau tidak, sementara itu dilihat dalam konteks Qanun SJPH, 

pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Sawang berkewajiban 

untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum 

bersertifikat halal. Di sini, ketentuan Qanun SJPH lebih mengikat pelaku 

usaha dan didukung dengan adanya sanksi administratif bagi pelaku usaha 

yang tidak melakukan sertifikasi halal. Dalam tinjauan Fiqh Muamalah, 

sertifikasi halal termasuk sarana (wasilah) untuk mewujudkan tujuan aspek 

konsumtif yang halal, dan kemaslahatan yang ada dalam sertifikat halal ini 

masuk dalam kategori maṣlaḥah mursalah. Sehingga, pemerintah memiliki 

kewenangan menetapkan kewajiban bagi pelaku usaha di dalam membuat 

sertifikat halal terhadap produknya, dan punya wewenang juga dalam 

menetapkan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang tidak melakukan 

sertifikasi halal. 
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